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PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM BIDANG PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas
berlakunya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
yang mengatur mengenai pengawasan pemilihan umum,
perlu melakukan pencabutan beberapa Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum yang mengatur materi
muatan yang sama namun belum secara tegas dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pencabutan
Beberapa Peraturan Badan Pengawss Pemilihan Umum
Bidang Pengawasan Pemilihan Umum;
‘Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
' Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017




Menetapkan

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BIDANG PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM.

Pasal 1

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum:

a. Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2012 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan
Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 588);

b. Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1012);

c. Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan
Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 97); dan

d. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pergerakan
Surat Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 2
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai

berlaku pada tanggal diundangkan.



~ KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

R ]ﬁlundangkan di Jakarta
ol pada tanggal 1 November 2019




